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BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR %9 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

TAHUN ANGGARAN 2023
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, dan
untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu
menetapkan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah
Pada Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun Anggaran 2023;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa. kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4378);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU Menetapkan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada
Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow yang
menampung penerimaan dan pengeluaran dana Tahun Anggaran 2023,
dengan Nomor dan Nama Rekening sebagai berikut:
No | Nama Sekolah Nomor Rekening Nama Bank Status
Sekolah Dasar
1. | Negeri Amertha | 03101130003510 | Bank SulutGo Aktif
Sari
KEDUA Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat
kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 okiobher 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /
W —
LIMI MOKODOMPIT
No Pejabat Pengelola Paraf
1. | Kepala BKD ‘é
Kabag Hukum o
Sekretaris Daerah




